
BUPATI PATI

PEMTURAN BUPATI PATI

NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

KE B IJAKAN AKU NTANSI PE ME R I NTAH KAB UPATEN PATI

Menimbang : a.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal gr peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun a00s tentang pengelolaan

Keuangan Daerah dan Pasal 209 ayat (1) peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Bupati perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi

pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi

pemerintahan;

bahwa dengan adanya kebijakan kapitalisasi belanja modal yang

ditetapkan sebagai aset tetap dalam neraca dan dengan adanya
jurnal dalam transaksi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan

yang disesuaikan sistem lnformasi Manajemen Keuangan Daerah

(slMDA) yang bekerja sama dengan Badan pemeriksa Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, maka peraturan Bupati

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah

Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

undang-undang Nomor 13 Tahun 1gs0 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa

Tengah;

Mengingat : 1.



3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20A4 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20A4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 440Q;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang $istem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 1A4, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a21|;

4,

5,

6.

7.



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

serta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45A2);

g.

10.

11.

12.



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2A05 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor a577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4593);

14.

15.

16.

17.

18.

19.



21.

2A.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4609i;

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737\;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2AA7 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Tahun

2AA7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahu n 20A7 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Nomor 21)

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2A0B tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PEMTURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pati dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah DPRD Kabupaten Pati.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan adalah laporan

keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu

periode pelaporan.

Jenis-jenis Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, dan Catatan Atas

Laporan Keuangan.

5.

b.

7.

8.



o Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaranlpengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang

mengatur keuangan pemerintah yang mendasari

terselenggaranya pelaporan keuangan.

Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah anggapan yang

diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar

standar akuntansi dapat diterapkan yang terdiri dari asumsi

kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan

asumsi keterukuran dalam satuan uang {monetary
measurement).

Karakteristik Kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi

sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan

yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan

pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya serta oleh

pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan

keuangan yang disajikan.

Kendala lnformasi Yang Relevan dan Andal adalah setiap

keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang

ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan

keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan

(limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan.

10.

11.

12.
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17.

16. Tanggungjawab atas laporan keuangan adalah tanggung

jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan

daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan

isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Suplemen laporan keuangan adalah laporan keuangan yang

harus dilampirkan dalam laporan keuangan Daerah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang

digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Bahasa laporan keuangan adalah Bahasa lndonesia.

Kebijakan akuntansi perkomponen laporan keuangan adalah

penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan

keuangan.

Kebijakan Akuntansi Neraca Awal adalah prinsip-prinsip,

dasar-dasar, konveksi-konveksi, aturan-aturan dan praktik-

praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian Neraca Awal,

Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasian

adalah dasar-dasar atau aturan-aturan dalam penggabungan

keselurahan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga

tersaji sebagai satu entitas tunggal.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pati meliputi :

a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;

18.

19.

20.

21.

22.



b. jenis-jenis laporan keuangan,

c. entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

d. dasar hukum pelaporan keuangan;

e. asumsi dasar pelaporan keuangan;

f. karakteristik kualitatif laporan keuangan;

g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;

h. sistem Akuntansi;

i. kendala informasi yang relevan dan andal;

j. tanggungjawab atas pelaporan keuangan;

k. suplemen laporan keuangan;

L mata uang pelaporan;

m. bahasa laporan keuangan;

n. kebijakan akuntansi perkomponen laporan keuangan; dan

o. prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian.

(2) Rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten pati

sebagaimana dimaksud pada ayat t1), tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2A11.



Agar setiap CIrang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pati.

Diundangkan di Pati

pada tanggal 6 $ePtmber.?S'10

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 6 $ePtmnber 2*10
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